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ABSTRAK 

 

Penelitian skripsi ini membahas tentang pengaruh koalisi partai politik (parpol) 

terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kinerja atau 

kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (eksekutif). Tujuan 

penelitian skripsi ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui tentang pengaruh koalisi partai 

politik (parpol) terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap 

kinerja atau kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Eksekutif). 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan (Library 

Research). Untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil kajian dalam penelitian ini dengan 

baik, valid dan logis, penyusun melakukan telaah atas bahan penelitian secara kualitatif, 

kemudian analisis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-deduktif-

normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi partai politik (parpol) di pemerintahan 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sangat kuat dan 

berpengaruh terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kinerja 

atau kebijakan Presiden dan Wakil Presiden (eksekutif). Penelitian ini memberikan saran 

bahwa pemerintah kedepannya dalam membuat kebijakan harus selalu berhati-hati, Setiap 

partai-partai politik (parpol) yang ada harus bekerja sesuai dengan fungsinya, Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) harus lebih profesional dan Perlu dibuatnya Undang-Undang 

mengenai rangkap jabatan. 

 

PENDAHULUAN 

Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan lembaga eksekutif dalam hal 

ini Presiden dan Wakil Presiden sangat erat. Presiden dan Wakil Presiden yang diusung 

oleh partai politik atau gabungan dari partai politik (koalisi) harus memenuhi persyaratan 

perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah 

nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum pelaksanaan 

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, hal ini tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 

Pelaksanaan pengawasan jalannya pemerintahan sehari-hari oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) merupakan hubungan kemitraan antara Presiden dan Wakil Presiden 

dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).1 

Pengaturan mengenai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

terdapat didalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat 

(2) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyrawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terdapat juga dalam Pasal 4 Tata Tertib 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) NO. 16/ DPR RI/1/1999-2000. Adapun yang dimaksud 

                                                           
1 M. Arsyad Mawardi, “Pengawasan dan Keseimbangan Antara DPR dan Presiden dalam Sistem 

Ketatanegaraan RI”, Jurnal Hukum, I (Januari, 2008), hlm. 66. 



dengan fungsi pengawasan menurut penjelasan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang 

Dasar 1945 adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif yang 

melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang. 

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

harus selalu memperhatikan setiap kebijakan yang diambil oleh Presiden dan Wakil 

Presiden, dan menentang atau menolak setiap kebijakan yang dianggap tidak sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak sepatutnya 

menyetujui atau mengesahkan dan bahkan membiarkan begitu saja setiap kebijakan 

Presiden dan Wakil Presiden yang melanggar undang-undang walaupun para anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut merupakan bagian dari partai politik 

pendukung Pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena hal tersebut 

bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 

ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, Pasal 70 ayat (3)  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyrawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga bertentangan dengan Pasal 4 Tata Tertib 

Dewan Perwakilan Rakyat  NO. 16/ DPR RI/1/1999-2000. 

Namun demikian, hal tersebut bertolak belakang dengan kenyataan pada sekarang 

ini. Koalisi menyebabkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap mengawasi Presiden 

dan Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahannya. Tapi setiap kebijakan yang 

diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden cenderung disahkan oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) walaupun kebijakan dari Presiden dan Wakil Presiden itu tidak baik atau 

tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dapat dikatakan, fungsi pengawasan 

Dewan Perwakilan Rakyat pada masa sekarang ini hanya formalitas saja. 

Karena koalisi yang dibuat antara partai politik untuk mengusung calon Presiden 

dan Wakil Presiden hingga kemudian terpilih untuk menjabat, maka Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) yang merupakan anggota dan bagian dari partai politik pengusung tidak 

bisa menolak setiap kebijakan yang tidak baik atau kebijakan yang tidak sesuai dengan 

undang-undang yang dibuat oleh Presiden dan Wakil Presiden. Apabila anggota partai 

politik koalisi pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menentang dan menolak 

untuk mengesahkan kebijakan yang dibuat oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, 

dengan kata lain para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut telah 

menentang kebijakan partai politiknya. 

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat 

berpengaruh dalam kelangsungan hidup bangsa Indonesia ini. Dengan pengawasan yang 

dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka pemerintah dalam hal ini 

Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat sewenang-wenang dalam menjalankan 

pemerintahannya. Kebijakan yang diambil harus menguntungkan rakyat Indonesia 

karena Presiden dan Wakil Presiden hanya menjalankan amanat dari rakyat. Kebijakan 



tersebut bukan hanya menguntungkan Presiden dan Wakil Presiden, partai politik 

pengusung dan kalangan yang berpihak pada Presiden dan Wakil Presiden. 

Kuat atau lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) terhadap Presiden dan Wakil Presiden dapat dipengaruhi oleh banyak sedikitnya 

kekuatan partai politik pendukung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Semakin banyak 

anggota partai politik pendukung Presiden dan Wakil Presiden di Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR), maka semakin kuat posisi Presiden dan Wakil Presiden dalam mengambil 

kebijkan dan sebaliknya apabila kekuatan partai politik pendukung Presiden dan Wakil 

Presiden di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya sedikit, maka setiap kebijakan 

Presiden dan Wakil Presiden yang tidak baik  atau tidak sesuai dengan undang-undang 

pasti langsung dapat ditentang dan ditolak bahkan jika kebijakan yang diambil tersebut 

sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku tetapi tidak bisa diterima oleh partai 

politik yang tidak mendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih maka dapat 

dipastikan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan bagian dari 

partai politik tersebut akan menentang dan menolak kebijakan dari Presiden dan Wakil 

Presiden. 

Partai politik sangat berpengaruh terhadap pengawasan yang dilakukan oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Koalisi yang dibentuk oleh Presiden dan Wakil 

Presiden pada saat pencalonan dan setelah mereka dilantik menjadi Presiden dan Wakil 

Presiden merupakan strategi yang harus dilakukan agar dapat memperlancar setiap 

kebijakan yang diambil di kemudian hari. Keputusan Presiden dan Wakil Presiden untuk 

berkoalisi sangat menguntungkan mereka, karena dengan berkoalisi mereka mendapat 

banyak dukungan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Koalisi juga menguntungkan 

bagi partai politik pendukung Presiden dan Wakil Presiden. Dengan berkoalisi jabatan 

menteri-menteri dan jabatan-jabatan penting lainnya di pemerintahan dapat dikuasai oleh 

partai politik pendukung Presiden dan Wakil Presiden. 

Situasi yang demikian menimbulkan kerugian bagi rakyat Indonesia. Kebijakan 

yang diambil terkadang hanya menguntungkan Presiden dan Wakil Presiden dan partai-

partai politik pendukungnya saja. Padahal Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) sama-sama dipilih oleh rakyat tapi kebijakan yang diambil 

oleh Presiden dan Wakil Presiden yang kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR)  malah menyengsarakan rakyat. 

Kebijakan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dapat 

ditentang dan ditolak oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan 

bagian dari partai-partai politik yang tidak mendukung Presiden dan Wakil Presiden 

terpilih. Namun penentangan dan penolakan tersebut hanya sia-sia saja apabila kekuatan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari partai-partai politik tersebut tidak 

sebanding dengan kekuatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari parttai politik 

pendukung Presiden dan Wakil Presiden. 



Menentang kebijakan Presiden dan Wakil Presiden sama halnya dengan 

menentang kebijakan partai politiknya sendiri. Dengan keadaan yang seperti itu, 

akhirnya fungsi pengawasan yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

menjadi lemah. Lemahnya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

terhadap Presiden dan Wakil Presiden (eksekutif) dapat dilihat dari contoh kasus Basuki 

Tjahaja Purnama alias Ahok dan disetujui atau disahkannya Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan 

(Perppu Ormas) menjadi undang-undang. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

terhadap lemahnya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena koalisi 

dengan rumusan masalah: Bagaimana Pengaruh Koalisi Partai Politik Terhadap Fungsi 

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Kinerja atau Kebijakan 

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Eksekutif). 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian hukum normatif, yakni penelitian kepustakaan yang menggunakan bahan 

hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier 

yang akan mengkaji tentang teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, 

yaitu pengaruh koalisi terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

terhadap kinerja atau kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla 

(eksekutif). 

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat 

dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun melalui media internet. 

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan diseleksi dan disusun. 

Kemudian data atau bahan hukum tersebut diolah berdasarkan analisis deskriptif. 

Analisis deskriptif ini adalah teknik analisis data yang menggambarkan atau 

memaparkan secara jelas mengenai hasil penelitian yang diperoleh sehingga didapat 

jawaban atas perumusan masalah dalam penelitian ini. 

 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai salah satu fungsi yang sangat 

penting yaitu fungsi pengawasan (checks and balances) terhadap eksekutif (Presiden dan 

Wakil Presiden). Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diberi 

sejumlah hak, seperti hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.2 Hak 

Interpelasi adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meminta keterangan 

                                                           
2 Sri Soemantri, 2014, Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan, Bandung, PT. Remaja 

Rosdakarya, hlm. 212. 



kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta 

berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak Angket 

adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan penyelidikan terhadap 

pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal 

penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak 

Menyatakan Pendapat adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyatakan 

pendapat atas kebijakan pemerintah, tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak 

angket atau dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran 

hukum.3 Hak-hak tersebut secara konstitusional dijamin dalam Undang-Undang Dasar 

1945. 

Pengaturan mengenai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

terdapat di dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat 

(2) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan  terdapat juga dalam Pasal 4 Tata 

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat NO. 16/ DPR RI/1/1999-2000. Adapun yang dimaksud 

dengan fungsi pengawasan menurut penjelasan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang 

Dasar 1945 adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif yang 

melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang.4 

Dengan melihat sistem koalisi partai politik (parpol) yang ada di Indonesia saat 

ini serta kedua contoh kasus yang telah peneliti bahas sebelumnya, peneliti memberikan 

analisa mengenai pengaruh koalisi terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) terhadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla 

(eksekutif) sebagai berikut: 

1. Koalisi partai politik (parpol) tidak dapat dihindari di Indonesia karena bentuk 

sistem pemerintahan yang menggunakan sistem presidensial dengan kondisi 

multipartai yang ada. Berkoalisi dengan partai-partai politik (parpol) yang 

mempunyai suara di parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) akan membuat jalannya 

pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) 

menjadi aman dan mulus. Hal ini disebabkan oleh mekanisme kebijakan yang dibuat 

oleh Presiden dan Wakil Presiden harus melalui persetujuan terlebih dahulu dari 

parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat). 

2. Koalisi yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden 

Jusuf Kalla (JK) adalah koalisi gemuk (mempunyai mayoritas suara di parlemen 

namun berisikan banyak partai politik). Menurut peneliti, koalisi gemuk justru 

membuat jalannya pemerintahan menjadi tidak efektif karena pemerintah akan 

                                                           
3 http://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr, diakses pada pukul 01.53 tanggal 11 Maret 2018. 
4 Umar Said Sugiarto, 2014, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 256. 

http://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr


dibuat sibuk melayani kepentingan partai politik (parpol) pendukungnya, walaupun 

setiap kebijakan yang dibuat pemerintah akan berjalan mulus. 

3. Pengaruh koalisi partai politik (parpol) terhadap fungsi pengawasan Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Presiden dan Wakil Presiden (eksekutif) dapat 

dilihat dari kasus yang telah peneliti bahas sebelumnya, yaitu apabila kekuatan 

koalisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf kalla (JK) di 

parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) sangat besar (mayoritas) maka setiap 

kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) 

yang tidak baik bagi bangsa dan negara namun baik bagi partai politik Presiden Joko 

Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan pendukungnya maka 

dapat dipastikan akan tetap disetujui dan disahkan oleh parlemen (Dewan 

Perwakilan Rakyat), dan juga apabila kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan 

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) melanggar undang-undang yang berlaku, seperti 

contoh kasus yang peneliti bahas sebelumnya, kebijakan tersebut tetap akan 

mendapat pertentangan atau penolakan dari partai yang tidak mendukung Presiden 

Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di parlemen (Dewan 

Perwakilan Rakyat), namun karena kekuatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan 

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) lebih 

besar dari partai politik yang tidak mendukungnya maka Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan terbebas dari sanksi (angket 

yang berujung pemakzulan). 

4. Lemahnya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Presiden 

Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) karena koalisi dapat dihindari 

apabila koalisi yang terjadi di parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah koalisi 

yang dibentuk antar fraksi partai-partai politik (parpol) yang ada di Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo 

dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang tidak menguntungkan bagi negara dan 

melanggar undang-undang yang berlaku, bukan seperti yang terjadi sekarang yaitu 

koalisi yang dibuat untuk meloloskan setiap kebijakan-kebijakan dari Presiden Joko 

Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) walaupun kebijakan-kebijakan 

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tersebut tidak 

menguntungkan bagi negara dan melanggar undang-undang yang berlaku (koalisi 

pemerintah). 

5. Dengan berkoalisi, anggota-anggota partai politik (parpol) yang mendukung 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di parlemen 

(Dewan Perwakilan Rakyat) tidak dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan 

semestinya atau dengan kata lain fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla 

(JK) hanya sebagai formalitas saja. 

 

Kesimpulan 

Koalisi partai politik (parpol) yang terjadi di pemerintahan Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat ini sangat kuat dan berpengaruh 

terhadap fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kinerja atau 



kebijakan Presiden dan Wakil Presiden (eksekutif), karena dengan koalisi yang memiliki 

suara mayoritas di parlemen menyebabkan setiap kebijakan dari Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan selalu disetujui dan disahkan oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) walaupun kebijakan tersebut melanggar undang-

undang yang berlaku (bermasalah), hal ini tentunya mengakibatkan fungsi pengawasan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Presiden dan Wakil Presiden (eksekutif) 

menjadi lemah. 

 

Saran 

1. Untuk Presiden dan Wakil Presiden (Pemerintah) kedepannya dalam membuat 

kebijakan harus selalu berhati-hati agar tidak menjadi masalah yang kemudian 

menimbulkan perpecahan. 

2. Untuk partai-partai politik (parpol) yang ada, kedepannya harus bekerja sesuai 

dengan fungsinya (mendengarkan aspirasi rakyat dan tidak hanya mementingkan 

kepentingan partai politiknya saja). 

3. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kedepannya harus lebih profesional, agar 

dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan baik dan tegas sesuai dengan 

fitrahnya yang telah diatur di dalam Undang-Undang.  

4. Untuk Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang 

mempunyai wewenang untuk membuat Undang-Undang, agar kedepannya 

dibuatkan Undang-Undang mengenai rangkap jabatan, agar setiap orang yang 

menjabat di posisi pemerintahan melepaskan jabatan yang dimilikinya di partai 

politik, sehingga setiap pejabat yang ada di pemerintahan dapat bekerja dengan 

profesional tanpa harus memikirkan kepentingan-kepentingan partai politiknya, 

begitu juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melakukan pengawasan 

terhadap pemerintah menjadi lebih efektif apabila yang diawasi bukan merupakan 

anggota atau pimpinan partai politiknya. 
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